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Abstract. The Supreme Court (Mahkamah Agung or MA) plays a central role in upholding the principle of justice 

as the final stronghold in Indonesia's judicial system. This article examines the role of the MA in ensuring 

substantive justice, efficiency, and transparency in judicial processes, as well as its contribution to the 

development of law and public policy. Using a qualitative review analysis approach, the discussion explores the 

MA’s functions in case resolution, safeguarding integrity, improving accessibility through technologies like e-

court, and addressing globalization challenges. This article also highlights the MA's protection for vulnerable 

groups, such as indigenous communities and victims of discrimination, and its responses to cross-border issues 

like cybercrimes and human rights violations. The conclusion reveals that while the MA has made significant 

progress in enforcing the law, challenges such as case overload, perceptions of corruption, and gaps in access to 

justice remain critical concerns. Continuous reforms, enhancing judges' professionalism, and technological 

innovation are key measures to ensure the MA remains relevant and effective in delivering substantive justice for 

society. 
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Abstrak. Mahkamah Agung (MA) memiliki peran sentral dalam menegakkan prinsip keadilan sebagai benteng 

terakhir dalam sistem peradilan Indonesia. Artikel ini mengkaji peran MA dalam menegakkan keadilan substantif, 

efisiensi, dan transparansi proses peradilan, serta kontribusinya terhadap pengembangan hukum dan kebijakan 

publik. Melalui pendekatan kualitatif analisis review, pembahasan dilakukan dengan mengulas peran MA dalam 

menyelesaikan perkara, menjaga integritas, meningkatkan aksesibilitas melalui teknologi seperti e-court, dan 

menghadapi tantangan globalisasi. Artikel ini juga membahas perlindungan MA terhadap kelompok rentan, 

seperti masyarakat adat dan korban diskriminasi, serta kontribusinya dalam merespon isu lintas batas seperti 

kejahatan dunia maya dan pelanggaran HAM. Simpulan menunjukkan bahwa meskipun MA telah mencapai 

berbagai kemajuan dalam menegakkan hukum, tantangan seperti beban perkara yang tinggi, persepsi korupsi, dan 

kesenjangan akses keadilan masih menjadi isu yang memerlukan perhatian. Reformasi berkelanjutan, penguatan 

profesionalisme hakim, dan inovasi teknologi menjadi langkah kunci untuk memastikan MA tetap relevan dan 

berdaya guna dalam menciptakan keadilan substantif bagi masyarakat. 

 

Kata kunci: Mahkamah Agung, keadilan substantif, sistem peradilan. 

 

1. LATAR BELAKANG 

Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang 

memiliki peran fundamental dalam menjaga prinsip keadilan dan memastikan supremasi 

hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai salah satu pilar utama kekuasaan 

yudikatif, MA memiliki fungsi strategis untuk memberikan keadilan yang adil dan merata 

kepada seluruh warga negara sesuai dengan amanat konstitusi. Dalam konteks sistem hukum 

Indonesia yang pluralistik dan kompleks, tugas dan peran Mahkamah Agung menjadi krusial, 

terutama dalam memberikan kepastian hukum serta menyelesaikan sengketa yang tidak hanya 

melibatkan individu tetapi juga menyentuh ranah institusi publik dan kepentingan negara. 

Dalam sejarahnya, Mahkamah Agung telah mengalami berbagai perubahan dan tantangan 

seiring perkembangan sistem hukum nasional dan global. Berlandaskan pada prinsip dasar 
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negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, 

Mahkamah Agung dituntut untuk menjadi pelopor dalam mewujudkan keadilan substantif dan 

bukan sekadar formalitas hukum. Namun, upaya ini sering kali terkendala oleh beberapa faktor 

seperti kapasitas sumber daya manusia, kompleksitas regulasi, dan hambatan dalam 

menerapkan nilai-nilai keadilan di tengah keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia. 

Salah satu peran utama Mahkamah Agung adalah sebagai pengadilan kasasi, yaitu 

menilai apakah putusan pengadilan tingkat bawah telah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Peran ini tidak hanya sebatas pada proses pemeriksaan ulang atas suatu 

kasus, tetapi juga mencakup tanggung jawab untuk menciptakan jurisprudensi yang menjadi 

panduan bagi lembaga peradilan lainnya. Melalui fungsi ini, Mahkamah Agung diharapkan 

mampu memberikan arah yang jelas dalam penegakan hukum di Indonesia sekaligus 

mengurangi inkonsistensi keputusan di pengadilan tingkat bawah. 

Namun, prinsip keadilan yang seharusnya menjadi landasan utama sering kali 

berbenturan dengan realitas praktik di lapangan. Dalam beberapa kasus, Mahkamah Agung 

menghadapi tantangan berupa tekanan politik, tumpang tindih regulasi, dan keterbatasan sistem 

teknologi informasi yang mendukung aksesibilitas peradilan. Selain itu, volume perkara yang 

terus meningkat setiap tahun juga menjadi beban tersendiri bagi lembaga ini. Kondisi ini kerap 

kali berdampak pada lambatnya proses penyelesaian perkara dan menimbulkan keraguan 

masyarakat terhadap kemampuan Mahkamah Agung dalam memberikan keadilan. 

Lebih jauh, dalam menjalankan tugasnya, Mahkamah Agung tidak hanya berfungsi 

sebagai pengawal hukum nasional tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk 

memastikan keadilan yang sejalan dengan nilai- nilai universal. Dalam era modern, prinsip 

keadilan tidak lagi semata-mata berorientasi pada aspek legalistik tetapi juga melibatkan 

pertimbangan etika, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, peran Mahkamah Agung dalam 

menafsirkan dan menerapkan hukum haruslah mempertimbangkan dimensi keadilan yang 

lebih luas sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. 

Sebagai lembaga yang berdiri di puncak hierarki peradilan, Mahkamah Agung juga 

berperan sebagai institusi yang mendukung reformasi sistem peradilan. Reformasi ini 

mencakup pembenahan internal organisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan 

adopsi teknologi dalam proses peradilan. Program modernisasi sistem peradilan seperti e-

court dan e-litigation adalah langkah konkret yang diambil untuk meningkatkan efisiensi dan 

transparansi dalam proses peradilan. Meski demikian, implementasi program tersebut masih 

dihadapkan pada kendala seperti resistensi budaya kerja dan kesenjangan infrastruktur 

teknologi antar wilayah. 
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Prinsip keadilan yang dijunjung oleh Mahkamah Agung juga ditantang oleh berbagai isu 

kontemporer, seperti kasus korupsi, pelanggaran HAM, dan konflik agraria. Isu-isu ini sering 

kali membawa implikasi yang luas terhadap stabilitas sosial dan kepercayaan masyarakat 

terhadap hukum. Dalam menghadapi persoalan tersebut, Mahkamah Agung perlu 

menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip independensi dan imparsialitas untuk 

menghindari persepsi publik bahwa peradilan telah menjadi alat kepentingan kelompok 

tertentu. 

Tidak kalah penting adalah hubungan Mahkamah Agung dengan lembaga-lembaga 

negara lainnya, baik di tingkat legislatif maupun eksekutif. Sinergi antara ketiga cabang 

kekuasaan negara ini sangat diperlukan untuk menciptakan sistem hukum yang harmonis dan 

terpadu. Namun, hubungan ini tidak boleh mengorbankan prinsip independensi peradilan yang 

merupakan inti dari konsep negara hukum. Mahkamah Agung harus mampu menjaga 

keseimbangan antara kerjasama dan kemandirian untuk memastikan bahwa keputusan yang 

diambil sepenuhnya didasarkan pada hukum dan prinsip keadilan. 

Dalam konteks globalisasi dan keterbukaan informasi, peran Mahkamah Agung tidak 

hanya berorientasi pada persoalan domestik tetapi juga melibatkan adaptasi terhadap 

perkembangan hukum internasional. Dinamika ini menuntut Mahkamah Agung untuk terus 

meningkatkan kapasitasnya dalam memahami hukum lintas batas dan implikasinya terhadap 

sistem hukum nasional. Selain itu, keterlibatan Mahkamah Agung dalam kerja sama 

internasional di bidang peradilan juga merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi 

Indonesia dalam percaturan hukum global. 

Dengan mempertimbangkan berbagai peran dan tantangan tersebut, kajian ini bertujuan 

untuk menganalisis secara mendalam peran Mahkamah Agung dalam menegakkan prinsip 

keadilan di Indonesia. Penelitian ini akan mengidentifikasi faktor- faktor yang mempengaruhi 

efektivitas Mahkamah Agung, mengeksplorasi upaya-upaya yang telah dilakukan untuk 

mengatasi kendala yang ada, serta memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat 

perannya di masa depan. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

kontribusi nyata dalam upaya pembaruan sistem peradilan Indonesia demi mewujudkan 

keadilan yang sejati. 

Secara keseluruhan, Mahkamah Agung adalah tonggak penting dalam menjaga integritas 

sistem hukum di Indonesia. Dalam era yang penuh dengan tantangan dan perubahan, lembaga 

ini harus terus bertransformasi agar tetap relevan dan dapat memenuhi tuntutan masyarakat. 

Pendekatan yang inklusif, inovatif, dan berorientasi pada keadilan substantif menjadi kunci 

untuk memastikan bahwa Mahkamah Agung dapat menjalankan tugasnya dengan optimal. 
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Penegakan keadilan yang bermartabat, transparan, dan akuntabel akan menjadi warisan 

berharga bagi generasi mendatang dan sekaligus cerminan dari keberhasilan bangsa dalam 

mewujudkan cita-cita hukum nasional. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis review untuk 

mengkaji peran Mahkamah Agung dalam menegakkan prinsip keadilan dalam sistem peradilan 

Indonesia. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam 

terhadap konsep, proses, dan implikasi dari peran Mahkamah Agung yang bersifat kontekstual 

dan interpretatif.  Analisis  review  dilakukan  dengan mengumpulkan, menelaah, dan 

menganalisis berbagai sumber data sekunder, seperti dokumen hukum, putusan pengadilan, 

peraturan perundang-undangan, literatur akademik, laporan tahunan Mahkamah Agung, serta 

artikel ilmiah yang relevan. 

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui kajian pustaka yang 

sistematis. Sumber data utama berupa dokumen-dokumen resmi, seperti Undang-Undang 

tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung, dan putusan kasasi yang 

dianggap mencerminkan prinsip-prinsip keadilan. Data tambahan diperoleh dari laporan- 

laporan institusional yang dipublikasikan oleh Mahkamah Agung, serta publikasi dari 

organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang keadilan dan reformasi hukum. Selain itu, 

penelitian ini juga mempertimbangkan pandangan dari literatur akademik, jurnal hukum, dan 

opini ahli terkait. 

Tahapan analisis data dimulai dengan proses seleksi dokumen berdasarkan relevansi 

terhadap tema penelitian. Dokumen-dokumen yang terkumpul dikategorikan ke dalam 

beberapa topik utama, seperti prinsip keadilan, fungsi Mahkamah Agung, dan tantangan yang 

dihadapi dalam penegakan hukum. Selanjutnya, dilakukan proses identifikasi tema (thematic 

analysis) untuk menemukan pola dan hubungan antara tema-tema tersebut. Hasil dari analisis 

ini digunakan untuk menyusun kerangka konseptual yang menjadi dasar dalam interpretasi 

data. 

Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali aspek normatif dan 

substantif dari peran Mahkamah Agung yang mungkin tidak terlihat melalui pendekatan 

kuantitatif. Dengan menggunakan analisis review, penelitian ini mampu mengeksplorasi 

dinamika internal dan eksternal Mahkamah Agung, termasuk pengaruh konteks politik, sosial, 

dan budaya terhadap  implementasi  keadilan.  Peneliti juga memanfaatkan perspektif teori 



 
 

e-ISSN : 3031-9706; p-ISSN : 3031-9684; Hal. 325-338 
 

keadilan, seperti teori keadilan distributif dan retributif, untuk menganalisis peran Mahkamah 

Agung secara holistik. 

Validitas data dalam penelitian ini dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan 

membandingkan informasi dari berbagai jenis dokumen untuk memastikan konsistensi dan 

kredibilitas data. Misalnya, informasi yang diperoleh dari putusan Mahkamah Agung akan 

dibandingkan dengan laporan tahunan atau kajian akademik terkait. Proses ini dilakukan untuk 

meminimalisir bias interpretasi dan memberikan analisis yang objektif. Selain itu, dokumentasi 

proses penelitian juga dilakukan secara terperinci agar memungkinkan verifikasi ulang oleh 

pihak lain. 

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bergantung pada data sekunder yang telah 

tersedia, sehingga tidak dapat menggali secara langsung pandangan para hakim atau praktisi 

hukum terkait isu yang dibahas. Namun, keterbatasan ini diatasi dengan memilih data dari 

sumber yang memiliki otoritas tinggi, seperti putusan Mahkamah Agung atau jurnal yang 

terindeks. Dengan cara ini, penelitian tetap dapat memberikan wawasan yang mendalam dan 

relevan terhadap permasalahan yang diangkat. 

Dalam konteks analisis, peneliti juga memberikan perhatian khusus terhadap aspek 

temporal, yakni perubahan peran dan kinerja Mahkamah Agung dari waktu ke waktu. 

Pendekatan ini membantu untuk memahami apakah dan bagaimana institusi ini mampu 

beradaptasi dengan tantangan yang terus berkembang. Analisis longitudinal terhadap berbagai 

regulasi dan putusan penting memungkinkan penelitian ini menyajikan gambaran yang 

komprehensif mengenai perjalanan Mahkamah Agung dalam menegakkan prinsip keadilan. 

Secara keseluruhan, metode kualitatif berbasis analisis review yang diterapkan dalam 

penelitian ini dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh dan mendalam tentang 

peran Mahkamah Agung. Pendekatan ini relevan mengingat kompleksitas sistem peradilan 

Indonesia dan pentingnya mengeksplorasi isu keadilan dari berbagai dimensi. Hasil penelitian 

diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan sistem hukum 

nasional dan peningkatan kinerja Mahkamah Agung dalam menegakkan keadilan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Peran Mahkamah Agung (MA) dalam sistem peradilan Indonesia menjadi fondasi penting 

dalam menegakkan prinsip keadilan. Sebagai pengadilan tertinggi, MA tidak hanya berfungsi 

sebagai pengawas terakhir dalam penyelesaian perkara, tetapi juga bertindak sebagai institusi 

yang menetapkan arah dan standar penegakan hukum di Indonesia. Dalam pembahasan ini, 
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diuraikan berbagai aspek yang mendasari peran MA, tantangan yang dihadapinya, serta 

implikasi perannya terhadap pembangunan hukum nasional dan akses keadilan masyarakat. 

MA memegang posisi strategis dalam menjaga supremasi hukum di Indonesia. Sebagai 

lembaga yudikatif tertinggi, MA memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa seluruh 

keputusan peradilan tingkat bawah konsisten dengan peraturan perundang- undangan yang 

berlaku. Melalui fungsi kasasi, MA bertugas memeriksa kesesuaian penerapan hukum dalam 

putusan-putusan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, MA berperan sebagai penjaga 

agar prinsip keadilan dan kepastian hukum tetap terjaga di seluruh tingkatan peradilan. Namun, 

ada kritik bahwa putusan-putusan MA terkadang cenderung bersifat legal-formal dan kurang 

mempertimbangkan keadilan substantif. Hal ini menjadi perdebatan, terutama dalam kasus 

yang menyangkut masyarakat rentan, seperti perkara agraria atau sengketa ketenagakerjaan, di 

mana norma hukum formal sering kali tidak cukup untuk mewujudkan keadilan sosial. Oleh 

karena itu, tantangan bagi MA adalah bagaimana menyeimbangkan prinsip legalitas dan 

keadilan dalam setiap putusannya. 

Salah satu peran penting MA adalah menghasilkan putusan yang menciptakan 

jurisprudensi sebagai pedoman bagi pengadilan tingkat bawah. Jurisprudensi ini berfungsi 

untuk mencegah adanya disparitas atau inkonsistensi dalam keputusan peradilan yang dapat 

merusak kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Sebagai contoh, putusan-putusan MA 

dalam kasus korupsi atau pelanggaran hak asasi manusia (HAM) kerap menjadi rujukan dalam 

perkara serupa di tingkat lebih rendah. Namun, ada persoalan dalam penerapan dan penyebaran 

jurisprudensi ini. Tidak semua hakim di daerah memiliki akses yang memadai terhadap 

putusan-putusan penting MA. Selain itu, kurangnya sistem digitalisasi di beberapa daerah 

menyebabkan kesulitan dalam mendistribusikan informasi hukum secara merata. Oleh karena 

itu, perlu ada inovasi, seperti penguatan sistem e-justice, yang memungkinkan semua hakim 

mengakses dokumen- dokumen hukum secara efisien. 

Jumlah perkara yang masuk ke MA setiap tahunnya terus meningkat, menciptakan beban 

kerja yang sangat besar bagi lembaga ini. Berdasarkan data dari laporan tahunan MA, ribuan 

perkara menumpuk, sehingga memengaruhi kecepatan penyelesaian perkara. 

Ketidakmampuan menyelesaikan perkara dalam waktu yang wajar tidak hanya berdampak pada 

para pencari keadilan, tetapi juga menciptakan persepsi negatif tentang efisiensi sistem 

peradilan di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, MA telah mengimplementasikan 

langkah-langkah seperti pembentukan kamar-kamar khusus (kamar pidana, kamar perdata, dan 

lain-lain) untuk meningkatkan efisiensi. Namun, efektivitas pembagian kamar ini masih 
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memerlukan evaluasi lebih lanjut, terutama dalam mengatasi tantangan spesifik seperti 

keterbatasan sumber daya hakim dan tumpukan perkara yang beragam. 

Sebagai institusi yang berada di luar kekuasaan eksekutif dan legislatif, MA memiliki 

tanggung jawab besar untuk menjaga independensi peradilan. Namun, dalam beberapa kasus, 

independensi ini diuji oleh tekanan politik dan kekuatan eksternal lainnya. Terutama dalam 

perkara-perkara besar yang melibatkan kepentingan politik, MA sering kali berada dalam posisi 

yang sulit untuk memastikan bahwa putusannya sepenuhnya bebas dari intervensi. Mahkamah 

Agung perlu terus membangun citra sebagai institusi yang independen dengan menunjukkan 

komitmen terhadap prinsip keadilan, meskipun berhadapan dengan isu-isu sensitif. Publikasi 

putusan secara transparan dan terbuka kepada masyarakat menjadi langkah penting untuk 

menjaga akuntabilitas dan independensi lembaga peradilan ini. 

MA juga memiliki tanggung jawab untuk mendorong reformasi sistem peradilan di 

Indonesia. Salah satu aspek penting dalam reformasi ini adalah modernisasi sistem peradilan 

melalui implementasi teknologi, seperti e-court dan e-litigation. Upaya ini tidak hanya 

bertujuan meningkatkan efisiensi penanganan perkara tetapi juga memastikan transparansi dan 

akuntabilitas dalam setiap tahap proses peradilan. Namun, penerapan teknologi ini masih 

menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan infrastruktur di daerah terpencil dan 

kurangnya pelatihan bagi staf peradilan. Selain itu, resistensi dari sebagian pihak terhadap 

perubahan teknologi juga menjadi penghambat. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih 

inklusif untuk memastikan bahwa program reformasi ini dapat diimplementasikan secara 

merata. 

MA sering kali menjadi tumpuan dalam menangani kasus-kasus strategis yang 

menyangkut kepentinganmasyarakat luas, seperti kasus korupsi, konflik agraria, dan 

pelanggaran HAM. Dalam konteks ini, peran MA sangat penting untuk menciptakan preseden 

hukum yang mencerminkan prinsip keadilan. Namun, terdapat tantangan besar dalam menjaga 

keseimbangan antara kepentingan hukum, politik, dan sosial dalam kasus- kasus tersebut. 

Beberapa kasus menunjukkan keberhasilan MA dalam memberikan putusan yang 

dianggap adil dan bermartabat, seperti memperkuat hukuman bagi pelaku korupsi. Namun, ada 

juga kritik terhadap MA terkait beberapa putusan yang dianggap tidak mencerminkan rasa 

keadilan masyarakat, khususnya dalam kasus- kasus yang melibatkan masyarakat kecil. Hal ini 

menunjukkan perlunya evaluasi dan pembenahan dalam pendekatan penegakan hukum oleh 

MA. 

Kinerja MA sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia, terutama hakim-

hakim yang bertugas di lembaga ini. Penegakan hukum yang adil hanya dapat terwujud jika 
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hakim memiliki integritas, kompetensi, dan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai keadilan. 

Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi para hakim menjadi 

prioritas yang tidak dapat diabaikan. Namun, program pelatihan dan rekrutmen hakim sering 

kali menghadapi tantangan berupa keterbatasan anggaran dan sistem evaluasi yang belum 

optimal. MA perlu memastikan bahwa mekanisme pengawasan dan pelatihan dapat dijalankan 

secara berkesinambungan untuk menjaga profesionalisme para hakim. 

Secara keseluruhan, peran MA memiliki implikasi yang luas terhadap sistem peradilan 

dan masyarakat. Sebagai institusi tertinggi dalam struktur peradilan, MA menjadi penentu 

terakhir dalam memastikan bahwa sistem hukum berfungsi secara efektif. Namun, kelemahan 

dalam efisiensi, transparansi, dan kapasitas institusional dapat merusak kepercayaan 

Masyarakat terhadap keadilan Demi memastikan keberlanjutan perannya, MA perlu 

memperkuat kolaborasi dengan lembaga-lembaga terkait, seperti Komisi Yudisial, untuk 

meningkatkan pengawasan etik para hakim. Selain itu, dialog dengan masyarakat sipil dan 

akademisi juga diperlukan untuk memastikan bahwa arah kebijakan MA sesuai dengan 

kebutuhan dan aspirasi masyarakat. 

Mahkamah Agung memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keadilan dan kepastian 

hukum di Indonesia. Meski telah mencapai banyak kemajuan, berbagai tantangan, seperti 

peningkatan efisiensi, penguatan integritas, dan penegakan keadilan substantif, masih menjadi 

pekerjaan rumah bagi lembaga ini. Dengan upaya reformasi yang konsisten dan komitmen 

terhadap nilai-nilai keadilan, MA dapat terus memainkan perannya sebagai penjaga utama 

supremasi hukum di Indonesia. 

Prinsip keadilan substantif merupakan inti dari tugas Mahkamah Agung. Berbeda dengan 

keadilan prosedural yang hanya berfokus pada penerapan hukum sesuai aturan yang ada, 

keadilan substantif mempertimbangkan nilai-nilai moral, sosial, dan etika yang lebih luas. 

Mahkamah Agung diharapkan tidak hanya menegakkan hukum secara formal, tetapi juga 

menghasilkan putusan yang memberikan keadilan bagi para pihak yang terlibat, khususnya 

mereka yang berada dalam posisi rentan. Dalam perkara-perkara seperti konflik agraria, 

diskriminasi, dan pelanggaran HAM, peran Mahkamah Agung seringkali menjadi ujian apakah 

lembaga ini mampu menyeimbangkan kepentingan legal dan moral.Kendati demikian, upaya 

menegakkan keadilan substantif ini kerap menghadapi kendala dalam praktik. Regulasi yang 

tumpang tindih, tekanan politik, serta interpretasi hukum yang berbeda di tingkat hakim dapat 

menghambat terciptanya keadilan substantif. Oleh karena  itu,  Mahkamah  Agung  perlu 

memprioritaskan perspektif keadilan substantif dalam putusannya dengan mempertimbangkan 

konteks sosial dan dampak putusan terhadap pihak-pihak yang terlibat. 
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Dalam era globalisasi, Mahkamah Agung dihadapkan pada tantangan baru terkait 

keterbukaan informasi dan adaptasi terhadap hukum internasional. Perkara lintas batas yang 

melibatkan yurisdiksi asing, seperti kasus perdagangan manusia, pelanggaran lingkungan 

global, atau kejahatan dunia maya, seringkali memerlukan pemahaman yang mendalam 

terhadap prinsip-prinsip hukum internasional. Sebagai lembaga yang berfungsi menjaga 

harmoni hukum nasional, Mahkamah Agung harus memastikan bahwa prinsip-prinsip global 

ini dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum domestik tanpa mengorbankan kepentingan 

nasional. 

Globalisasi juga membawa tekanan tambahan berupa ekspektasi masyarakat 

internasional terhadap standar keadilan yang diterapkan. Misalnya, dalam hal penghormatan 

terhadap HAM, Mahkamah Agung perlu memastikan bahwa putusannya sejalan dengan 

komitmen Indonesia terhadap berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi. Dengan 

demikian, peran Mahkamah Agung semakin relevan dalam membangun citra Indonesia 

sebagai negara hukum yang dihormati di mata dunia. 

Kebijakan Publik melalui Yurisprudensi Peran Mahkamah Agung tidak hanya sebatas 

pada penegakan hukum, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap reformasi kebijakan 

publik melalui yurisprudensi yang dihasilkan. Dalam berbagai kasus yang melibatkan 

kepentingan publik, seperti penyelesaian konflik sumber daya alam, perlindungan konsumen, 

atau kebijakan pendidikan, putusan MA sering menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan 

baru. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung memiliki tanggung jawab moral untuk 

memastikan bahwa putusannya selaras dengan kebutuhan masyarakat luas Namun, potensi 

ini sering kali tidak dimanfaatkan secara maksimal. Dalam beberapa kasus, Mahkamah Agung 

masih dianggap terlalu konservatif dalam menafsirkan hukum, sehingga gagal mendorong 

perubahan yang progresif. Oleh karena itu, pelatihan hakim dalam memahami implikasi 

kebijakan dari putusannya menjadi penting agar lembaga ini dapat berkontribusi lebih besar 

terhadap reformasi hukum dan kebijakan publik. 

Isu aksesibilitas keadilan merupakan salah satu tantangan utama dalam sistem peradilan 

Indonesia, termasuk pada tingkat Mahkamah Agung. Banyak warga negara, terutama dari 

kelompok marginal dan daerah terpencil, menghadapi hambatan untuk membawa kasusnya ke 

Mahkamah Agung, baik karena kendala geografis, biaya yang tinggi, maupun kompleksitas 

prosedur hukum. Hal ini menciptakan kesenjangan akses keadilan yang bertentangan dengan 

prinsip negara hukum yang inklusif. 

Inisiatif seperti e-court dapat menjadi solusi untuk memperluas akses masyarakat ke 

peradilan tertinggi ini. Namun, keberhasilan implementasi program ini sangat bergantung pada 
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infrastruktur teknologi di seluruh wilayah Indonesia, serta pendidikan hukum yang memadai 

bagi masyarakat. Mahkamah Agung perlu mengambil peran aktif dalam mendorong inisiatif 

pendidikan hukum dan sosialisasi terkait akses keadilan agar seluruh warga negara memiliki 

kesempatan yang sama dalam mencari keadilan. 

Transparansi adalah faktor penting dalam menjaga integritas Mahkamah Agung sebagai 

lembaga peradilan tertinggi. Dengan publikasi putusan yang terbuka dan aksesibel, masyarakat 

dapat menilai sendiri apakah MA telah menjalankan tugasnya secara adil dan sesuai hukum. 

Transparansi juga membantu mencegah korupsi atau praktik tidak etis di internal lembaga 

peradilan. Namun, meskipun langkah-langkah transparansi telah dilakukan, seperti publikasi 

elektronik putusan dan laporan tahunan, tingkat kepercayaan publik terhadap independensi dan 

integritas MA masih perlu ditingkatkan. Hal ini menunjukkan perlunya mekanisme 

pengawasan eksternal yang lebih efektif, seperti kolaborasi dengan Komisi Yudisial, untuk 

memperkuat akuntabilitas hakim dalam menjalankan tugasnya. 

Mahkamah Agung tidak dapat berfungsi secara efektif tanpa adanya sinergi yang baik 

dengan lembaga- lembaga negara lain. Misalnya, Komisi Yudisial berperan dalam mengawasi 

integritas hakim, sedangkan eksekutif dan legislatif menyediakan sumber daya untuk 

mendukung operasional peradilan. Kerja sama ini penting untuk membangun sistem hukum 

yang harmonis dan efisien. Namun, sinergi ini tidak boleh mengorbankan independensi 

Mahkamah Agung. MA harus mampu mempertahankan keseimbangan antara berkolaborasi 

dengan lembaga lain dan menjaga jarak untuk menghindari intervensi yang dapat merusak 

keadilan. Dalam hal ini, penguatan mekanisme tata Kelola yang transparan dan profesional 

sangat penting untuk memastikan hubungan yang sehat antar lembaga. 

Salah satu permasalahan besar yang dihadapi Mahkamah Agung adalah overload perkara 

kasasi. Dalam praktiknya, sistem kasasi sering kali digunakan sebagai sarana untuk 

memperpanjang proses hukum oleh pihak yang tidak puas terhadap keputusan tingkat bawah. 

Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian perkara yang berdampak pada kualitas 

pelayanan MA. Reformasi sistem kasasi perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini, 

seperti pembatasan jenis perkara yang dapat diajukan ke MA atau memperkuat peran 

pengadilan tinggi sebagai filter awal dalam penyelesaian kasus. Langkah-langkah ini penting  

untuk  memastikan  bahwa  MA  hanya menangani perkara yang benar-benar memerlukan 

interpretasi hukum tingkat tinggi, sehingga sumber daya dapat digunakan secara lebih efektif. 
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4. KESIMPULAN 

Mahkamah Agung (MA) merupakan pilar utama dalam sistem peradilan Indonesia yang 

memiliki peran vital dalam menegakkan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Sebagai 

pengadilan tertinggi, MA tidak hanya menjadi lembaga yang menangani penyelesaian akhir 

suatu perkara tetapi juga berfungsi sebagai pengawal supremasi hukum. Melalui 

kewenangannya, MA memiliki tanggung jawab untuk memastikan konsistensi penerapan 

hukum di berbagai tingkat peradilan, menciptakan keadilan bagi seluruh warga negara, dan 

memajukan kualitas sistem hukum nasional. 

Dalam tugasnya, MA tidak sekadar berfokus pada penegakan hukum formal, tetapi juga 

bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan substantif. Prinsip keadilan substantif berakar 

pada nilai-nilai moral, sosial, dan kemanusiaan yang sering kali melampaui aturan formal 

semata. Tantangan besar dalam mencapai tujuan ini adalah perlunya menyeimbangkan aspek 

legalitas dan keadilan dalam setiap putusan. Keberhasilan MA diukur dari sejauh mana 

putusannya mampu memenuhi kebutuhan keadilan masyarakat dan memberikan perlindungan 

kepada pihak-pihak yang rentan. 

Efisiensi penanganan perkara di Mahkamah Agung masih menjadi tantangan yang 

signifikan. Jumlah perkara yang terus meningkat menimbulkan beban kerja yang berat bagi 

lembaga ini. Di sisi lain, aksesibilitas keadilan, terutama bagi kelompok marginal dan 

masyarakat di daerah terpencil, juga menjadi isu penting. Program reformasi seperti 

implementasi e-court dan e-litigation menunjukkan Upaya MA untuk meningkatkan  

efisiensi dan aksesibilitas. Namun, keberhasilan program-program tersebut sangat tergantung 

pada komitmen untuk memperbaiki infrastruktur teknologi dan pendidikan hukum masyarakat. 

Transparansi dan akuntabilitas adalah fondasi utama dalam menjaga kepercayaan 

masyarakat terhadap Mahkamah Agung. Publikasi putusan secara elektronik dan laporan 

tahunan menunjukkan langkah konkret menuju keterbukaan informasi. Namun, tantangan 

seperti persepsi publik tentang korupsi atau ketidakadilan dalam putusan masih menjadi 

hambatan utama. Dalam konteks ini, kerja sama yang erat dengan lembaga pengawas seperti 

Komisi Yudisial menjadi kunci dalam memperkuat integritas MA sebagai lembaga peradilan 

tertinggi. 

Putusan Mahkamah Agung sering kali berkontribusi pada pengembangan hukum dan 

reformasi kebijakan publik di Indonesia. Melalui yurisprudensi yang dihasilkan, MA dapat 

memengaruhi arah hukum nasional, menciptakan preseden untuk kasus serupa, dan menjadi 

pedoman bagi peradilan tingkat bawah. Namun, potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan 

secara optimal karena masih ada kesenjangan dalam penyebarluasan dan penerapan 
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jurisprudensi. Ke depan, diperlukan penguatan kapasitas institusi untuk menjadikan MA 

sebagai motor penggerak perubahan dalam sistem hukum dan kebijakan publik. 

Era globalisasi menghadirkan tantangan baru bagi Mahkamah Agung, terutama dalam 

mengintegrasikan prinsip hukum internasional ke dalam sistem hukum nasional. Perkara lintas 

batas, seperti kejahatan dunia maya dan pelanggaran lingkungan internasional, menuntut MA 

untuk memperkuat kompetensinya dalam hukum internasional. Dalam konteks ini, MA juga 

memiliki tanggung jawab untuk menjaga komitmen Indonesia terhadap konvensi internasional 

yang telah diratifikasi tanpa mengabaikan kepentingan hukum nasional Perlindungan Hak-Hak 

Masyarakat Rentan Mahkamah Agung memegang peranan penting dalam memberikan 

perlindungan hukum kepada kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan masyarakat 

adat. Melalui putusannya, MA dapat menciptakan preseden hukum yang memberikan jaminan 

perlindungan terhadap hak-hak kelompok ini. Namun, ketidakselarasan antara putusan di 

tingkat MA dan implementasi di tingkat pengadilan bawah menunjukkan perlunya konsistensi 

dalam penerapan prinsip-prinsip keadilan tersebut. 

Untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks, MA perlu terus mengadaptasi diri 

dengan perubahan sosial, politik, dan teknologi. Modernisasi sistem peradilan, peningkatan 

profesionalisme hakim, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas menjadi prioritas utama. 

Di samping itu, penguatan kolaborasi dengan masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga 

internasional dapat memberikan perspektif baru bagi MA dalam melaksanakan tugas-tugasnya. 

Dalam keseluruhan konteks, Mahkamah Agung memiliki peran sentral dalam 

mewujudkan prinsip- prinsip keadilan di Indonesia. Keberhasilan lembaga ini dalam 

menegakkan hukum secara adil dan transparan akan berdampak langsung pada tingkat 

kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional. Dengan komitmen terhadap 

reformasi berkelanjutan, penguatan integritas, dan inovasi sistem peradilan, Mahkamah Agung 

dapat terus berfungsi sebagai pilar keadilan yang kokoh, relevan, dan berdaya guna untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat dan tantangan global di masa depan. 
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